
. B U P A T I  M A R O S  

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI MAROS 

NOMOR: (63 TJ.\f-lVN �lit, 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 25 

TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA 

DESA SECARA SERENTAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS, 

Menimbang a. bahwa adanya perubahan jadwal pelaksanaan pemilihan 
kepala desa secara serentak, dipandang perlu melakukan . 
Perubfiliafi K�tiga Alas Perattiran Btipati Maros Noffior. 25 
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak; 

b. bahwa berdasarkan pertimban�an seba�aimana dimaksud 
dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Mares Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 
tentiilig Pelfil<sanafili . Peffiilinafi Kepa.Ia. Desa Secara 

Serentak. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tin�kat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelengata Negara Yang B�rsifi aan Beoas aan Kortipsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan�an 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); Q 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang "' 



. . . .  

.'i 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemen.Rsaan Pengelolaan aan . TanggUngJawao KeUangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Ufidang-UrHlang Nomor 12 Talitin 2011  tenta.ng 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 .  Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

9. unaang-unaang Norn.or- 23 Tan.tin 2014 tefitiilig 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan�­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara ReptioliR rn.aonesia Noffiof. 5679n 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Perattiran Pemenntiili Norn.or- 43 Tantin 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah No�or 4 7 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- (\_ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran � 



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pemoifia.afi aan Pefigawasan P-enyelenggar-aan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Menteri Dalamblegeri 1 1 2  Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 112  Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

1 a. P-er-atura.B Daer-an Kaoupa.tefi Maros Norn.or o 1 Tantifi 2001 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 
01) .  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara 
Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 
Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 
teiUafig PembentuRan aa.n susunan P-era.ngRaf Daer-an 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 
7). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 25 TAHUN 2016 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN 

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 25) diubah sebagai berikut :  
1 .  Diantara Angka 1 1  dan Angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 angka yakni angka 

1 lA ��htfigga oer.ounyi ��bagai benkut ! 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros. 
2. ·  Bupati adalah Bupati Maros. 
3. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah 

kecamatan. 
kerja � 



4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
ner<lasar-ltafi praltarsa. masyaramu, lia.It asfil usul, cUili/atati fialt 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara 
kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemilihan kepala desaadalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa 
dalam rangka memilih kepala desa ¥ang bersifat langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. 

6. Pemilihan kepala desa antarwaktu adalah pemilihan kepala desa karena 
kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun 
yang dilaksanakan melalui musyawarah desa. 

7. P-emerinfiili aesa aaa1an Repfila aesa amantu perangRat aesa seoagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
8. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis. 
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk 

desa yang bersangkutan. 
10 .  Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut 

Pan.ilia Pemilinan aoalan pan.ilia ya.fig mnenttilt oleli BPD unttilt 

menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. 
1 1 .  Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya 

disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati 
pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala 
desa. 

12. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai 
pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan. 

l lA.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 
KPPS aclalali RelompoK ya.fig uUtifijtiK oleli Pan.ilia Pemililian UfifUY 

melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara. 
13 .  Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD 

khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. 
14. Baka! calon kepala desa adalah penduduk desa warga ne&ara Republik 

Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan kepala 
desa ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa. 

15 .  Calon kepala desa yang berhak dipilih adalah bakal calon kepala desa 
yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan 
penelitian persyaratiili aaministtasi aan yang mtetapRan aengafi 

keputusan panitia pemilihan kepala desa. 
16 . Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang berhak dipilih 

yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon kepala 
desa dan telah ditetapkan den�an keputusan panitia pemilihan kepala 
desa. 

17. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk 
mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat. 



18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan 
terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan, dan/ atau 
kepemimpinan. 

19. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih 
untuY meiUi.n:R siffipa.ti pemilili cten.gfil1 eara menya.mpruYan program 
apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa. 

20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat 
pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. 

2 1 .  Tim pen�awas pemilihan kepala desa adalah tim yan� bertugas 
melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan 
kepala desa. 

22. Pemantau pemilihan kepala desa adalah aktifi.tas memantau proses 
tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dengan cara mengumpulkan 
a.a.ta, temuan oan mmrma.si mengenru pela.Rsfil'iaan pemiliflan Yepfila. aesa 
yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi 
independen dan non partisan; 

23. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota 
masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi dan misi untuk 
mencapai tujuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

1 .  Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

( 1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang I (pertama) tahap I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diikuti oleh 
Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir Tahun 2015, Tahun 
20i6 dan Tahun 20i 7. 

(2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang I (pertama) tahap II 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diikuti oleh 
Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir Tahun 2018 dan Tahun 
2019. 

(3) Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir Tahun 2019 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus Cuti. 

(4) Status Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditetapkan 
sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. 

(5) Status cull Ber-a.Rnii' setela.Ji P-enetapan seBa.ga.i Kepfila. Desa. ter-pilili 
hasil Pemilihan Kepala Desa. 

(6) Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir Tahun 2018 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri dari 
jabatannya setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia 
Pemilihan Kepala Desa. 

2. Ketentuan ayat (1)  huruf c dan ayat (5) huruf a dan huruf b Pasal 5 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

( 1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan: 



a. persiapan; 
b. pencalonan; 
c. pemungutan dan penghitungan suara; dan 
d. penetapan. 

(2) Persia.pan seoagru.mruul ilima.Rsua pa.ea ayat ( 1) nurur a, auaRuRan m 

desa dan kabupaten. 
(3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 

kegiatan: 
a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa 

jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa 
jabatan; 

b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan 
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan 
aliliiF masa jaoatan; 

c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati 
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 
pemberitahuan akhir masa jabatan; 

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati 
melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 
terbentulmya panitia pemilihan; 

e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia; dan 

r. aruam Iial uaaR aaa pemoerUantiafi BPD oan/atau pemoeiUURafi 

panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang 
ditentukansebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 
camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses 
pembentukan panitia pemilihan. 

(4) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri atas kegiatan: 
a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 

(sembilan) hari; 
b. penelitian RelengRapan per-syaratafi aeministrasi, Jaarifi}{asi, sem 

penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 
(dua puluh) hari; 

c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua] oran� dan paling banyak 5 (lima] oran� 
calon; 

d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan 
kepala desa; e. pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 
{tiga) liar-i� clan f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. (5) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, terdiri atas kegiatan: a. pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS; b. penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia 
pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas dan� 
warga masyarakat; ·c. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau 



· . .  

d. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 
(satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah 
perolehan suara yang lebih luas. 

(6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf d, 
tercliri atas Kegiatan? 

a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara; 

b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 

7 [tujuh] hari setelah menerima laporan panitia; 

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan 
pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterima laporan dari BPD; dan 

d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa 
ter-pilili pfiliflg 1runnat 30 (tiga pUltili) nan sejaY: oiter-oitRafi 

keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan 
tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

3. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB III 
PANITIA PEMILIHAN DAN KPPS 

3. Ketentuan ayat (6) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) 

i3ehittggn Pasal 6 betbunyi ��bngfil berlkut: 

Pasal 6 ( 1) Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan oleh Panitia 
Pemilihan. (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dibentuk 
berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, 
Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh 
masyarakat. (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berjumlah 1 1  
(sebelas) orang, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga 
Kemasyarakatan, tokoh masyarakat Desa dengan mempertimbangkan 
keterwakilan wilayah dan dari unsur keterwakilan perempuan. 

(4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
terdiri dari: 
a. ketua; 
b. wakil ketua; 
e. E3elrr-etfil:is} 

d. bendahara; dan 
e. anggota. (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ditetapkan oleh BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. � (6) Panitia Pemilihan menunjuk KPPS dan anggota keamanan TPS untuk membantu pelaksanaan tugas panitia pemilihan. - 



-: 
« 

(7) Ketua dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia pemilihan Kepala 
Desa serentak. 

(8) Ketua Panitia Pemilihan mendelegasikan penandatanganan surat 
suara kepada ketua KPPS. 

a. Diafita.ra Pasfil 6 aan Pasfil 7 msisipRan 1 (saUi) Pasfil yalilii Pasfil 6A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6A 

(1)  KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) terdiri dari 5 
(lima) orang. 

(2) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari : 
a. ketua; dan 
o. anggota. 

(3) Anggota keamanan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) 
terdiri dari 2 (dua) orang. 

(4) KPPS dan anggota keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)  dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini den an penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

P A  R A F  

As is ten ti 
� O,\:·,u.r >Knpaia'Dinas -- 
L--.EAN HA 1 · ·- r · __ 

· I  
I  

Sekretal"is t 
1.L Kepaddang : . . -:---- 

, LE'.�!GGAL \ � '1 -- Kasu ag I Kasi · ',v,. , j 
Diundangkan di Maros. ���::;....__-. -_- 
pada tanggal 1� �� P-ol� 

SE�S DAERAH, 

- Ir. H. BAHARUDDIN, MM 
Pangkat: Pembina Utama Madya Nip : 19600909 198603 1 029 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR ..1.�� 


